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Kesepakatan Bersama

• Menghormati diri sendiri dan orang lain;

• Apa yang dibahas, hanya akan berhenti di ruang ini;

• Diam bukan pilihan. Diam adalah pilihan itu sendiri.



Titik Berangkat

• Domain Bapak dan Ibu semua adalah domain administratif

• Titik terpentingnya adalah kesejahteraan Pelapor (Korban dan 
Saksi)

• Penting memahami lokus DI MANA kekerasan terjadi dan/atau 
SIAPA korbannya



Prinsip Dasar

a. non diskriminasi;

b. kepentingan terbaik bagi korban;

c. keadilan dan kesetaraan gender;

d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi 
penyandang disabilitas;

e. akuntabilitas;

f. independen;

g. kehati-hatian;

h. konsisten;

i. jaminan ketidakberulangan;

j. keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa; dan

k. keberlanjutan pekerjaan bagi dosen dan tenaga 
kependidikan.

a. Prudent

b. Consent

c. Guarantee of no repetition



Bentuk Kekerasan

Bentuk kekerasan:

a. kekerasan Þsik

b. kekerasan psikis

c. perundungan

d. kekerasan seksual

e. diskriminasi dan interansi dan

f. kebijakan yang mengandung Kekerasan

Catatan: Kekerasan dapat terjadi langsung atau tidak langsung 
(elektronik atau non elektronik)



Catatan Khusus KS

• Consent dapat diberikan dan ditarik kapan saja

• Situasi di mana consent harus dianggap batal → sakit, penyandang 
disabilitas, atau tonic immobility

• Beban pembuktian bukan pada korban



Satuan Tugas

• Berada di bawah Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan;

• Terdiri atas tiga unsur: dosen, tendik, mahasiswa;

• Paling sedikit 7 orang, 2/3 adalah perempuan;

• Pembagian kerja:

• Divisi pencegahan;

• Divisi pelayanan; dan

• Divisi penanganan

• Masa penugasan 2 tahun, dengan masa kerja paling lama 3 periode 
(6 tahun)



Pembentukan Satuan Tugas



Pencegahan

Penguatan tata 
kelola;

• Kebijakan akademik

• Kebijakan kepegawaian

• Kebijakan
kemahasiswaan

• Kode etik

• Kerjasama lintas sektor

Edukasi dan 
partisipasi publik

• Edukasi

• Sosialisasi

• Integrasi nilai ke dalam
matakuliah

• Penghargaan bagi
whistle blower (harus
dgn mekanisme khusus)

Penyediaan sarana 
dan prasarana

• Kanal pelaporan

• Ruang pemeriksaan

• Komunikasi

• Akomodasi bagi
penyandang disabilitas

• Ruang aman



Penanganan

Pelaporan
Tindaklanjut 

Laporan (telaah 
awal)

Pemeriksaan
Penyusunan 

kesimpulan dan 
rekomendasi

Tindaklanjut 
kesimpulan dan 

rekomendasi

Tindaklanjut paling 
lambat 3 hari sejak 
laporan diterima, 

dilaksanakan paling 
lama 7 hari

Pemeriksaan paling 
lambat 3 hari sejak 

tindaklanjut laporan. 
Dilaksanakan paling 

lama 60 hari

Penyusunan paling 
lambat 3 hari sejak 
laporan diterima, 

dilaksanakan paling 
lama 7 hari

Kesimpulan 
disampaikan paling 

lambat 3 hari setelah 
disusun

Tindaklanjut 
kesimpulan paling 

lambat 5 hari



Persidangan

Sidang telaah awal

• Menelaah kelengkapan dan kelaikan laporan yang masuk, 
• Menilai apakah laporan memenuhi unsur kekerasan untuk proses 

lanjut,
• Penyusunan kronologis awal: meliputi identitas pelapor, kronologi

peristiwa, bukti awal yang dilampirkan (jika ada), serta jenis
kekerasan yang dilaporkan.

• Putusan: dapat ditindaklanjuti atau pindah ke komisi etik

Sidang analisis bukti pemeriksaan

• Mengevaluasi seluruh bukti yang telah dikumpukan, termasuk
dokumen, testimoni, hasil observasi, atau data lain yg relevan. 

• Kecocokan antara bukti dan kronologi, konsistensi keterangan, dan 
validitas bukti yan disampaikan. 

• Putusan: apakah terdapat cukup bukti yang mendukung dan 
sejauh mana pelanggaran tersebut berdampak terhadap korban

Sidang penyusunan keputusan pemeriksaan

• Bersifat deliberatif dan menjadi forum resmi untuk menyusun
keputusan kolektif terkait hasil pemeriksaan kasus kekerasan

• Klasifikasi bentuk kekerasan, dampak yang dialami korban, serta
keterlibatan dan tanggung jawab pihak terlapor

• Putusan: pernyataan bahwa terjadi kekerasan atau bahwa
kekerasan tidak dapat dibuktikan

Sidang penyusunan rekomendasi

• Menyusun rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi atas
dasar keputusan pemeriksaan yang telah ditetapkan

• Proporsionalitas antara pelanggaran dan sanksi yang diberikan, 
keberpihakan terhadap korban, keberlanjutan
pendidikan/pekerjaan, serta jaminan ketidakberulangan

• Putusan: sanksi dan/atau pemulihan



Persidangan

Catatan penting:

• Sidang dapat dilakukan secara offline, online, atau hybrid

• Sidang membutuhkan kuorum ½+1

• Sidang dipimpin oleh Ketua Satgas, dalam hal Ketua Satgas 
berhalangan, dapat diwakilkan dengan membuat Surat Tugas →
hanya unsur dosen

• Seluruh sidang dicatat, direkam, dan disimpan dalam repositori

• Seluruh hasil sidang dicatatkan ke dalam Berita Acara



Pelaporan



Penanganan Laporan Masuk



Pelaporan (formulir)

• Diisi oleh pelapor

• Dalam hal laporan dilakukan secara 
daring, maka formulir pelaporan tetap 
diisi oleh pelapor setelah pelapor 
datang ke Satgas



Pelaporan (formulir)



Telaah Awal

Catatan penting

• Telaah awal adalah kunci untuk memutuskan apakah laporan 
mengindikasikan kekerasan atau persoalan etik;

• Penting bagi kampus untuk membentuk kode etik sebagai landasan;

• Dalam hal laporan adalah pelanggaran etik, maka laporan 
diserahkan ke Komisi Etik untuk ditindaklanjuti



Telaah Awal



Pemeriksaan



Pemeriksaan

Pemeriksaan 
dilakukan pada:

• pelapor;

• korban;

• saksi;

• terlapor; dan/atau
• pihak lain yang terkait

Apa yang 
diperiksa?

• keterangan dari
pelapor, korban, saksi, 
terlapor dan/atau
pihak lain yang terkait; 
dan/atau

• bukti lain yang 
diperlukan

Bagaimana 
pemeriksaan 
dilakukan?

• Tertutup

• Terpisah



Pemeriksaan

Catatan penting

• Selalu gunakan media komunikasi resmi (surat resmi) ketika 
melakukan pemeriksaan;

• Selalu gunakan sistem penerimaan undangan, bahwa undangan 
telah diterima oleh pihak terundang;

• Dalam hal terlapor diundang untuk yang ketiga kalinya (setelah 2 
kali tidak datang), jelaskan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan in 
absentia

• Dalam hal dibutuhkan, misalnya untuk memperdalam informasi atau 
memperjelas keraguan, atau mencegah kesalahpahaman, Satgas 
dapat mengundang ahli



Pencabutan Laporan



Pencabutan Laporan



Pencabutan Laporan

Catatan khusus:

• Korban berhak untuk mencabut laporannya

• Pencabutan laporan tidak secara otomatis menghapus laporan dan 
temuan awal itu sendiri

• Dalam hal pelapor kembali melaporkan dan/atau ada bukti baru, 
maka pemeriksaan dapat dibuka kembali dengan dokumentasi yang 
telah ada



Barang bukti

Catatan penting

• Barang bukti harus disimpan secara resmi oleh Satgas

• Barang bukti fisik disimpan secara aman, barang bukti non fisik 
disimpan dalam komputasi awan.

• Barang bukti fisik disimpan selama 5 tahun, lalu dapat dimusnahkan 
(dibuat BA Pemusnahan). 

• Barang bukti non fisik disimpan untuk waktu yang tidak terbatas



Analisis Barang Bukti



Mekanisme Khusus

Catatan:

• Mekanisme khusus pemeriksaan diperlukan dalam hal korban, 
pelapor, dan/atau terlapor:

• Penyandang disabilitas;

• Mahasiswa asing;

• Penerima bantuan beasiswa;

• Warga kampus lain;

• Melaporkan kasus secara paralel di kepolisian; atau

• Kasusnya viral



Berita Acara Pemeriksaan

Catatan khusus:

• BAP harus dilakukan di 
setiap kali pemeriksaan

• BAP selama proses 
pemeriksaan kemudian 
dikonsolidasikan sebagai 
bagian tidak terpisahkan 
dalam Sidang Putusan 
Pemeriksaan



Sidang Putusan Pemeriksaan



Kesimpulan



Rekomendasi



Rekomendasi

Catatan khusus:

• Jangan pernah menuliskan nama lengkap 
Pelapor (Saksi dan Korban) dan Terlapor

• Jangan pernah menjelaskan kronologis 
lengkap dalam Surat

• Dalam hal Rektor membutuhkan informasi 
lebih lengkap, Rektor harus mengirimkan 
Surat undangan resmi ke Satuan Tugas



Reintegrasi



Kesimpulan & Rekomendasi

• Hanya menyatakan “terbukti” atau “tidak terbukti”, bukan bersalah

• Pemulihan

• Pemulihan nama baik dalam hal rekomendasi tidak terbukti

• Pemulihan korban

• Rekomendasi dapat berupa rekomendasi fasilitas guna mencegah 
keberulangan

• Sanksi dititikberatkan pada derajat kekerasan dan dampaknya bagi 
korban

• Pelaku memilik hak integrasi (hanya bagi sanksi ringan dan sedang)



Catatan Khusus

• Mediasi, dapat dilakukan:

• Bukan pada laporan KS dan perundungan

• Tidak ada niat jahat pelaku

• Melibatkan persetujuan korban atau pelapor

• Terlapor menunjukkan itikad baik dan perubahan perilaku



Pemulihan

Catatan penting:

• Dalam hal kampus tidak 
memiliki fasilitas, 
pemulihan dapat dilakukan 
oleh lembaga lain

• MoU antar lembaga



Reintegrasi

Catatan penting:

• Pelaku yang telah menjalankan sanksi 
memiliki hak untuk reintegrasi

• Reintegrasi juga harus diinformasikan 
kepada Pelapor

• Perlu mekanisme khusus untuk 
mencegah keberulangan, terutama 
trauma berulang bagi korban



Evaluasi Tahunan

• Satuan Tugas berkewajiban untuk melakukan evaluasi paling sedikit 
1 kali dalam 1 tahun

• Mengukur sejauh mana kebijakan, program pelatihan, serta sistem 
pelaporan yang diterapkan telah menjangkau seluruh elemen 
kampus secara adil dan inklusif

• Membuka ruang untuk meninjau kembali efektivitas SOP, alur 
pelaporan, serta kelayakan respons terhadap kasus-kasus yang 
muncul, termasuk proses pemulihan korban dan reintegrasi pelaku 



Evaluasi Tahunan
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